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iPERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT BANYUMAS
NOMOR 3 & TAHUN 1995
TENTANG
KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN LINGKUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Menimbarnz : a. bahwa guna menjaga dan meningkstlsn kebersihan
' dan keindahsan lingkungan di Esbupsten Dawrsh
Tingkat II Banyumas, mska perlu penanganan secara
terpadu antars Pemerintsh Dserah dengan masyara-
1 ‘ kst dslam pengelolsan kebersihan dan keindahan
. ; lingkungan ;

b. bahwsa Persturan Dsersh Kabupaten Dsersh Tingkat
IT Banyumss Nomor 1 Tahun 1988 tentang Kebersihsn
Sampsh dan Tinja sudsh tidsk sesuai lagi dengan
perkembasngan keadasn 3 7

c. bahws sehubungan dengan hal tersebut diatas, ‘dan
\ dslam rangks memberikan redoman rembinsan,
pengendslian kebersihan dan keindshan lingkungan
rerlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang
Kebersihan dan Keindahan Lingkungan ; '

Mengingat 1, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentsng Pemben-
: tuksan Dserah-dsersh Kabupaten Dslsm Lingkungan
Propinsi Jaws Tengah H

b

Undang-undsng Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang
Peraturan Umum Retribusi Daserah (Lembaran Negsara
‘Republik Indonesis Tshun 1957 Nomor 57, Tambahan
Lembars: Negars Republik Indonesis Nomor 1288) 5

; 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok FPemerintshan di Dsersh (Lembaran Negars
Republik Indonesis Tshun 1874 Nomor 38, Tambsahan
Lembgran Negsras Republik Indonesis Nomor 3037y

4. Undarig-undsng Nomor 4 Tahun 1982 tentang Keten-

tuan-ketentusn Pokok Pengelolasan Lingkungan Hidup
(Lembaran Hegsra Republik Indonesia Tshun 1982
Nomor 12, Tambshan Lembaran Negara Republik
Indonesis Homor 3215) ;
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5. Keputuéan Menteri Dsalsam Negeri Nomor 84 Tsahun
1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan
Peraturan Daerah Perubahan ;

6. Peraturan Dsaerah Kabupaten Daersah Tingkat II
Banyumas Nomor 7 Tshun 1978 tentang Penyelengga-
raan Ketertiban, Kebersihan, Keindshan, Keamanan
dan Kesehatan Dalam Kabupaten Daersh Tingkat II
Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Banyumas Tahun 1978 Nomor 1 Seri C) ;

7. Peraturan Daerah Ksbupaten Daersh Tingkat II
Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan,
Pengangkatan, Kewenangsn dan Pemberhentian
Pegawai Negsri Sipil Sebagsi Penyidik Padsa
Pemerintah Kabupsten Dasrsh Tingkst II Bsnyumas .
(Lembaran Dasrah Kabupaten Daerah Tingkat II
Banyumas Tahun 1886 Nomor 5 Seri D) ;

i 8. Peraturan Dserah EKabupaten Daersh Tingkat II
.. R Banyumas Nomor 4 Tshun 1981 tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi dan Tatskerja Dinas Kebersihan
dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyu-
m&s (Lembaran Daersh Kabupaten Daerah Tingkat II
Banyumas Tahun 1991 Nomor 12 Seri D) ;

Dengan ‘persetujuan Déwan Perwskilan Rskyat Dsaersh Kabupaten
Daerah Tingkat II Banyumas -

HEKUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYU-
HAS TENTANG KEBERSIHAN DAN KEIHDAHAN LIRGRUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

‘Dalam Peraturan Daserah ini yang dimaksud dengan

&. Daerah adalsh Kabupsten Daersh Tingkat II Banyumas ;

b. Pemerintah Dserah sdalsh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkst
II Banyumsas ;

c. Bupati Kepsls Daerah adalah Bupati Kppala Daerah Tingkat 1II
Banyumas ; ‘

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daersh adalah Dewan Perwskilan Rakyat
Daerah Ksbupaten Daersh Tingkat II Banyumas ;




Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan
Pertaﬁanan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;

Orang adalah manusia pribadi dan ataun Badan Hukum ; .
Sampal. adalah jenis buangan/kotoran padat, sisa pemakaisn atau .
barang bekas yang tidak terpsksi lagi yang berssal stsu diha-
silkan dari rumah tinggsl, industri rumsh tanggs, pabrik,
pertokoan, perkantorsn, rumsh sakit, pasar, bengkel, hotel,
rumah makan dan sebagainya yang dapat mengganggu kebersihan,
kesehgtan dan lingkungan hidup ; ,

Tinja sadalah kotoran yang dikeluarkan oleh manusia sebagai
sisa proses metabolisme di dslam tubuh ;

Tempat Sampah adalsh tempsat vang disediakan oleh orang untuk
membuang/mensmpung sampsh dari lingkungsan bangunan sendiri ;
Tempat Pembuangan Ssmpah Sementars vang selanjutnya disebut
TPS =adalsh tempat ysng disediskan untuk menampung Ssementara
pembuangan sampah dari masyarakat ;

Transfer Depo adalah tempat pemindsahan sampah sebelum sampah
diangkut ke Tempat Pembusngan Sampsh Akhir ;

Tempat Pembuangan Sampah Akhir ysng selanjutnysa disebut TPA
adalan tempat yang disediskan untuk menampung dan memusnahkan
sampah pads tahap akhir

Jalan Protokol adalah Jalan utama yang berada di Ibukots
Kabupaten, Pembantu Bupsti dan Kecamatan 5

Jalan‘“Umumf adalah setiap jalan dalam Kabupaten Daerah Ting-
kat 1. Banyumas yang digunsksn untuk kepentingan lalu lintas
umum -

Tempat Umum adslsh tempat-tempat yang meliputi tanah, halaman,
lapsngan dan tamsan veng disediskan oleh Pemerintah Dsaersah
sebagai fasilitas umum ; '
Saluran adalsh setiap galisn tansh meliputi saluran sungai,
saluran - terbuka atau kanal, saluran tertutup berikut gorong-
gorong ; ,

Saluran umum adalsh salu;an vang bukan sebagai saluran pematu-
san persil ; :

Taman sadalsh sebidang tanah vang diperuntukksn bagi penghi-
Jauan dan keindahan ; : :

BAB II

HAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

13

Maksud dan tujuan ditetapksannys Persturan Daersh ini, sdalsh

.

b.

memberikan dasar hukum bagi pemungutan retribusi pelayanan
kebersihan dan keindsahsn lingkungan ; .

menumbuhkembangken kessdarsn masyarakat akan arti pentingnys
kebersihan, keindshan dan kelestarian lingkungan hidup

2

meninghkatkan disiplin masyarakat dan membudayakan hidup bersih
dan sehat.




! BAB III

HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH
Passl 3

(1) Pemerintah Dserah berhak, berwenang dan berkewsjiban menye-
lenggarakan pemeliharsan kebersihan dan keindahan lingkungan
di Daerah.

(2) Hak, wewenang dan kewsiiban sebagaimsns dimsksud dslsm  sayat
(1), meliputi

&. memeliharas kebersihsh dan keindshan lingkungan Jalan
Protokol, Jjalsn umum, tempat-tempat umum dan ssaluran
amum

b. mengadskan sarans dan prassrana kebersihan

c. mengsatur dan menetapkan lokasi TPS, Transfer Depo dan
TPA ; _

d. menberikan pelsyanan pengangkutan sampah dari TPS dan
- Transfer Depo ke TPA ; -
e. momusnahkan dan memanfatkan sampah dengan cara yang mema-

dai di lokasi TPA ;

f. memberikan pembinaan dan pengsawusan terhadap pemellharaan
kebersihan dan keindshan lingkungan.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pssal 4

Setisp orang v berkewajiban untuk menciptaksn,- memelihara
kebersihan dan keindahan lingkungsn serts mencegah terjadinya
pencemaran dan kerusakan lingkungsn hidup.

Pssal 5

(1) Setisp pemilik / penghuni rumah tinggal, kantor, rumah sakit,
toko/kios, rumah makan, restoran, hotel, apotik, bioskop,
pabrik/industri, bengkel dan bangunan-bangunan lain vyang
sejenis serts bangunan / sarans untuk kepentingan umum lain-
nysa, diwajibkan

8. menyediakan tempat untuk pensmpungsn ssmpsh dan air
buangan ; :

b. mémbu&ng sampah ke TPS ;-

c. menyediskan tempat penampungan tinja/septictank.




(2) Terhadap air buangan yang menimbulkan  bau busuk sebelum
dibuang ke saluran umum harus terlebih dahulu diproses sesuai
dengan ketentuan Persatursan Perundang-undangsan yang berlsku.

(3) Terhadap sampé&ah dan sir buangan yvang berasal dari
pabrik/industri dsn bengkel sebagasiamana dimaksud dalam ayat
(1), vang mengandung bshsn berscun dsn stsu bahan berbsahays,
sebelum dibuang ke tempat sampah/saluran umum harus terlebih
dahulu diproses sesuai dengan Ketentusn Peraturan Perundang-
undangan ysang berlsaku.

Passal B

Setiap pedagang/perjaja ditempat umum wajib menyediakan tempat
‘sampah dan membuang sampah yang berasal dari kegistsan usahanya ke
TPS.

Pasal 7

(1) Setimp orang vyang menguasai atau mengelola suatu komplek
perumsahsasn, perksntorsan, pertokoan, passr dsn bsngunsn yang
sejenis wajib memelihara kebersihan dan keindshan atas jalsan,
saluran-saluran, tsmsn, dsn jalur hijau yang ads di  ling-
kungannya. - ' §

(2) Setigp‘ orang sebsgaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib
menyediakan tempsat penampungsn sampah dan air busasngsan.

Pasal 8

Setiap orang yang menyelenggarakan suatu keramsian wajib memeli-
hara kebersihan dan keindshan di lingkungan tempst diadakannya
keramaian. '

Pasal 9

(1) Setimp kendaraasn vang menganggut sampah, tansh, pasir dan
bahan-bahan bangunan lainnys harus ditutup dengan bsik.

(2) Pemilik atau pengemudi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), bertanggung jawab atas pembersihan sampsh, fanah,
pasir dan bahan-bshan bangunan lainnys yang jatuh bercecersan.
disepanjang jalan. , . ¢

Pasal 10

Setiag pemilik kendarsan umum atan perorangsn wajib menvediakan
tempat sgmpah didalam kendarsannys.
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Pasal 11

iap orang dilsrang

mengotori dan stau merussk jalan, Jjalur hijsu dan tempat
umum '

membusng dan menumpuk sampsh di jalan, jalur hujsu, tempat
umum,'éungai dan saluran ;

membaksar sampsh di jalan, jalur hijau, tempat umum, dsn peksa-
rangan disekitsr tempat umum, sehinggs mengganggu ketertiban
umum . '
buang = air bessr (hajst besar) dan buang air kecil (hsjat
kecil) di jalsn, jalur hijsu, sungai, saluran dan tempat
umum ;

menjemur, memasang, menempsatkan stsu menggantungksan benda-
benda di jalan, jslur hijaun dan tempat umum ; '

mengeruk atsu mengais sampash dari tempat penampungan sampah
sementara, kecuali oleh petugas untuk kepentingan dinas ;
membuang sampsh di lusr lokasi pembuangan yang telsh ditetap-
kan tanpa izin tertulis dari Bupsti Kepsla Daerah ;
mencoret-coret, menempeli, menulisi, mengotori pada dinding
tembok, pilar, pohon, pagar dan jembatsn.

menggunaksn tepi-tepi Jjalsn Protokol., jslsn numum, trotoar,
pasar, depan toko, aresl penghijsuan dan tempat umum sebagai
tempat Bermalam.;

menggembala hewan di jalan Protokol, jalan umum, dan tempat-
tempat umum.

v

BAE V

PENGELOLAAN

Pengelolaan kebersihan dan keindahan lingkungan dilaksanskan
oleh Dinss Kebersihsn dan Pertsmsnan.

Dinas Kebersihan dan Pertamsnan bertanggung jawab atas

a. kebersihan dan keindahan lingkungan di jalan Protokol,
jalan umum, tempat-tempat umum dsn tempat lain vang disng-
gap perlu ;

b. pengangkutsn ssmpsh dari TPS, Transfer Depo dan kontainer
ke TPA.

Dengan meméerhatikan efisiensi dan efektifitas dalam pemeli-
haraan kebersihan dan keindshsn lingkungsn Bupati Kepsls
Daerah dspat menetspkan bshws pemeliharaan kebersihan dan
keindshan lingkungan ditempat-tempat tertentu dilsksanakarn
oleh Dinas/Instansi lain dilingkungsn Pemerintsh Daersah.




Pasal 13

/; (1) Di ‘tempst-tempst tertentu yang belum terjsngksu pelayanan
kebersihsn dan keindahsn lingkungsn yang diselenggsrakan oleh
Pemerintah Dserah satsu berdasarkan pertimbangan efisiensi dan
efektifitas, Bupsati Kepala Daerah dapat mengadakan kerjasama
/ dengan- pihak ketigs dslsm pengelolaan Kebersihan dan
' Keindehen Lingkungsn di Daersh.

(27 Besarﬁya bagi haz=zil usahs sebsgaimsna dimaksud dslsm  ayat »
(1), diatur lebih lanjut dslam Perjanjian Kerjasama dengan

Pihak Ketigs. . h

Pasal 14 ‘ . -

(1> Setiap ‘Orang bertasnggung jawab atas pemeliharsan Kebersihan
dan Keindshan di lingkungan masing-masing. |

(2) Setiap Orang bertanggung jswab atas pembuangan sampah dari
. persil masing-mssing sampai ke TPS atau Transfer Depo.

BAB VI
RETRIBUSTI

Pasal 15

Atas Jasa penyelenggaraan dan pelsayansan keglatan kebersihan dan
keindahan lingkungan dikenakan retribusi sebagal berikut

A. Kebersihan Pemukiman/Rumah Tanggs -

1. Rumah tanggs/pemukimsn di Ibukota Kabupaten, Kecamsatan yang
berada di jalan Protokol sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima
ratus rupiah) setiap bulan ; ' -

' . Z. Rumsah tangga/pemuklman di Ibukota Ksbupaten, Kecamatan yang
: ~ tidak berads dljalan protokol =ebesar Rp. 1.000,00
(seribu rupiah) setisp bulan ;

3. Pemukimsn di Dess di luar kota gebesar Rp. 300,00 (tigsa

ratus rupish) setiasp bulan '

B. Kebersihan Hotel dan Rumsh Maksan

1. Hotel berbintang
sebesar Rp. 25.000,00

a) Berbintsng 3 (tigs) ke satas
setiap bulan ;

ﬁ(duapuluh lims ribu rupiah)

b} Berbintang 2 (dus) sebessr Rp. 20.000,00 (duapuluh ribu
rupiah) setiap bulan ;

c¢) Berbintang 1 (satu) sebesar Rp. 15.000,00 (lima belss

' ribu rupiah) setiap bulsan

2
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Hotel mela@i

) Melati 3 (tiga) sebesar Rp. ' 10.000,00 (sepuluh ribu
i : rupish) setisp bulan ; '
b) Melati 2 (dus) sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu 1limsa
ratus rupish) setiap bulsasn ; '
c) Melati 1 (satu) sebesar Rp. 5.000,00 (lims ribu rupiah)
" setisp bulsn ;

3. Restaurant

a);Besaf sebesar Rp. 25.000,00 (duspuluh lims ribu rupiah)
setiap bulsan ;

b) Menengah sebessr Rp. 20.000,00 (duapuluh ribu rupiah)
‘setiap bulan ; _

c) Kecil sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
setiap bulan ;

4. Rumah Makan

a) Besar sebesar Rp. 12.500,00 (duabelas ribu lims ratus
~rupiah) setisp bulan ;

b) ‘Menengah sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lims rstus
+upiah) setisp bulan

¢) Eecil sebessr Rp. 2.500,00 (dua ribu lims rstus rupish)
setisp bulan ;

C. Kebersihan Toko/pertokoan dan tempat ussahs
vang sejenis
1. Pertokoan dan tempst ussha sejenis yang berada di jalan
protokol- :

a) Dengan rumsh tinggal sebesar Rp. 5.000,00 (lims ribu
. rupiah) setiap bulan ; : _
b) Tanpa  rumsh tinggal sebessr Rp. 4.000, 00 (empst ribu
rupiah) setiap bulan ;

2. Pertokoan dan tempat ussaha sejenis diluar jalan protokol

&) Dengan rumsh tinggsal sebessr Rp. 3.000,00 (tiga ribu
' rupish) setisp bulan ; oo
b) Tanpa rumah tinggal sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu
. rupish) setiap bulan ; :
| i

D. Kebersihan Perusshsan/Industri

1. Perusshasan/industri , ‘
&) Bessr sebesar Rp. ¥5.000,00 (tujuh. pulnh lims ribu
rupiah) setiap bulan; ‘




b} Menengsh =ebessr Rp. 50.000,00 (lima'puluh ribu rupish)
rgsetisp bulan :
c) Kecil sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)

A setiap bulan;

2. Industri rumsh tanggs sebesar Rp.  5.000,00 (lims ribu
rupiah) setiap bulsn ;

E. Kebersihan Gedung Bioskop dsn Gedung Perte-
muan

. Gedung Bioskop

a) Klas A sebesar Rp. 15.000,00 (lims belas ribu rupisah)
‘setisp bulsan ;

b) Klas B sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupisah)
setiap bulan ; . ' _

¢) Klas C sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupish) setisp

o . bulan ; -
" ' d) Klas D sebesar Rp. 2.500,00 (dusa ribu lima ratus rupiah)

"setisp bulsn ; : '

2. Gedung Pertemuan

a) Deng.n fasilitas AC sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh
lima ribu rupish) setiap bulan ;

b)‘Tanpa fasilitas AC sebessr Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu
rupiah) setiap bulsan:

F. Gedung Perkantoran dsn Rumsh Sazkit

1. Gedung Perkantoran Pemerintsh/Swasta, sebessr Rp. 5.000,00
(lima ribu rupish) setiap bulan ;

., 2. Rumah Sakit Umum Pemerintah/Sswasts :

a) Klas A sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
setiap bulan ;

b) Klés B s=ebesar Bp. 40.000,00 (empst puluh ribu rupiah)

‘setiap bulan ; .

) Klas C sebesar Rp. 30.000,00 (tigs puluh ribu rupish)

- setisp bulan ; . -

d) Klas D sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupish)
setiap bulan ; '

[e]
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3. Rumsh Sakit Bersslin sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu
© .rupiah) setiap bulsan

4. Balsi Pengobsatan sebessr Rp. 10.000,00 (sepuluh ri.a rupi;
ah) setiap bulan ; '




5. Pusiesmas

a) Dengan Rawat Insp sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu
rupiah) setiap bulsn ;

b) Tanpa Rawsat Inap sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)
setiap bulan ; ' -

6. Sekolah Dassar

a) Di dalam Ibukota Kabupaten / Kecamatan sebesar
Rp. 1.000,00 (seribu rupish) setisp bulan ;

b) Di lusr Ibukota Kabupaten/Eecamatan sebesar Rp. 500,00
(lima ratus rupish) setiap bulan :

~J

Gedung Sekolsh Menengsh

a) Di dalam Ibukots Ksbupaten sebesar Re. 3.000,00 (tigs
ribu rupish) setiap bulan ; ‘
" b) Di dalam Ibukots Kecamstan sebesar Rp. 2.000,00 (dusa
ribu rupish) setisp bulsn
¢) Di luar Ibukotsa Kabupaten/Kecamatan Rp. 1.000,00 (seribu
rupiah) setiap bulan.

8. Gedung Pergurusn Tingdi sebessr Rp. 15;000,00 (lims belss
ribu rupish) setisp bulan s

G. Kebersihan Pasar/kios dan Pedagang Kski Li-
ma

1. Pasar Pemerintah Dserah

a) Toko/kios danA los di dsalam pasar sebesar Rp. 100,00
(seratus rupiah) setisp hari 5

b) Toko/kios ysng terletsk di luar/menghadsp kelnsar pasar

. sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) setiap

hari ; .

c¢) Pedagang/penjual sayur mayur dan pedagang kaki lima dan
-sejenisnya sebessar Rp. 100,00 (seratus rupiah) setiap
hari ;

2. Pasar Desa

8) Toko/kics dan los di dalam atau dilusr passr sebesar Rp.
100,00 (serstus rupish) setiap hari ;
b)) Fedsgang/penjusl ssyur mayur dan pedagang kaki lims dan
sejenisnys sebessr Rp. 50,00 (limsa puluh rupiah)  setiap
hari ;

3. Pasar Swasts

&) Besar sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh  ribu rupish)
" setiap bulan ; . ‘




b) Menengah sebesar Rp. 25.000,00 (dus puluh 1lima ribu
rupiah) setisp bulan .

c) Recil sebesar Rp. 20.000,00 (dus puluh ribu rupisah)
setlap bulan ;

H. Kebersihan terminsl

1. Toko/kios dikomplek terminasl sebessr Rp. 100,00 (serstus
rupiah) setiap hari ; : ,

2. Pedsgang asongan dan pedagang kaki lima sebesar Rp. 50,00
(lima puluh rupiah) setiap hari ;

3. Bus cepat sebesar Rp. 800,00 (delapan ratus rupiah) setiap
hari ; ' ;

4. Bus 1lambat sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah) setiap
hari ; A

5. Non bus sebesar Rp. 200,00 (dus.ratus rupiah) setaip hsri

I. Kebersihan untuk pertunjukan/keramaian umum baik menggunakan
lapangan umum maupun gedung-gedung

1. Pertunjukan vang bersifat komersial

a) Di dalam kots Kabupsten sebesar Rp. 50.000,00 (lims
puluh ribu rupish) sehari ;

b)) Di lusr kots Kabupaten sebessr Rp. 25.000,00 (dua puluh
limzs ribu rupish) sehsri ;

2. Pertunjukan yang bersifat non komersisl
a) Di dalam kota Kabupaten sebesar Rp. 20.000,00 (duas puluh
ribu rupiash) sehsri ;
b) Di luar kota Ksbupsten sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh
ribu rupish) sehari ;

J. Pengurasan Tinja

1. Dalam Kots, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupi-

ah) ;
2. Luar Kots, sebessr Rp. 75.000,00 (tujuh puluh 1lima ribu
rupiah).

Semus hasil Pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15, disstor secara brutc ke Kss Pemerintah Ksbupaten Dsaerah

Tingkat II Basnyumas.

(1) Bupati Kepals Daerah dspat memberiksn “heringsnan retribusi
sebsgaimana dimaksud dalsm Pasal 15 huruf I.




(2)

(3)

(1)

(1)

(2>

Permohonan keringsnan diajukan selambat-lambatnya 7 (tujuh)
hari terhitung sejak ditetapkannya retribusi,. yang bersangku-
tan wajib mengajukasn permohonsan secsra tertulis kepads Bupati
Kepals Daerash dengan menyebutkan alasan-slasannya.

Bupati Kepala Daerah dapat membebaskan retribusi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15, bagi orang yang menyediskan sebagian
tanahnya untuk TPS/TPA dan orang—orané tertentu yang pelsksa-
nanys akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daersh.

BAB VII
KETENTUAN PIDARA
Pasal 18

Barang siapa melanggar kewajiban dan larangan sebagainansa
dimaksud dalsm Pasal 4 sampai dengan Pasal 11, diancam
pidana kurungan selams-lsmanys 3 (tiga) bulan =atsu dends
setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Tindak Pidans sebsgsimans dimsksud dslsm asyat (1), sdalsh
Pelanggsran. {

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 18

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penvidikan stas ~tindak
pidana sebsgaimans dimsksud dslsm Passl 18, dapat Jjugs
dilakukan oleh Pejsbat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintsah Dserah, yang pengangkatannya ditetapkan
sesual dengsn ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai

Negeri Sipil sebsgsimana dimsksud dalsm ayat (1), berwensang

a&. menerima laporan stau pengaduan dari seseorang tentang
adanya tindsk pidans:

b. melskukan tindakan pertans pada ssat itu-di tempat keja-
dian serts melakukan pemeriksasan;

¢. menyuruh berhenti seorsng terssngks dan memerikss tanda
pengensal diri terssngka;

d. melskukan penyitsan benda dsn stan sursat;

. mengambil sidik jari dsn memotret seseorang;

. memsnggil seseorang untuk didengsr dan diperiksa sebagai
tersangka atasu saksi; :
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g€. mendatangkan orasng shli vang diperlukan dalam hubungan
dengan pemeriksaan perkars;

h. menghentikan penvidiksn setelah mendapat petunjuk dari
Penyidik Umum bsahwa tidsak terdapast .cukup bukti atsu
peristiwa  terssbut  bukan merupsksn +tindak pidana dan

selanjutnys melslui Penyidik Umum memberitshuksan hal
tersebut kepsda Penuntut Umum, tersangks atau keluarganya;
i. mengadsakan tindsakan lain menurut hukum vang  dapat

dipertanggung jawsbkan.

(3) Dalam melaksanskan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawéi
Negeri Sipil sebagsimana dimaksud dalam ‘ayat (1), wajib
mengadakan koordinssi dengan Pejabat Penyidik Umum.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Passl 20

(1) Dinas Kebersihsn dan Pertamsnsn bertsnggung jawab stas pem-
. binasn dan pelaksansan Perstursn Dserah ini.

(2) Pengawasan Umum stas pelaksanzan Perastursn Daerah dilakukan
oleh Inspektorat Wilsvah Kabupaten Daerah Tingkst II Banyu- -
mas. C

(3) Untuk kepentingan pembinaan dan pelskssnaan sebagaimsna
dimaksud dalam avyat (1), diberikan biaya operasional vang
besarnys ditetsplan dengan Keputusan Bupsti Kepsls Daerah
dan dicantumkan dslam Anggarsn Pendapatan dan Belanja Daersh.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
Passl 21
Hal-hal vang belum distur dalam Perstursn Dserazh ini sepanjang

mengenai oelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati
Kepala Daerah.

Pssal 22

Dengan berlakunya Persturan Daersh ini, msks Peratursn Daersh
Kabupaten Dsersh Tingkst II Banyumas Nomor 1 Tahun 1988 tentang
Kebersihan Ssmpsh dan Tinjs dan semus ketentuan Perstursn Perun-
dang-undsngan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini
dinyatakan tidask berlsku lagi.




Peraturan Dasrsh ini mulsi berlsku psads tanggal diundanghkan.

Agar supasya setisp orang dapat mengetahuinys, memerintshkan
pengundangan Peraturan Dsersh ini dengsan penempatannya dalam
Lembars1r Jaerah Kabupsten Daersh Tingkat II Bsnyumsas.

Ditetspkan di Purwokerto
Pads tanggal 27 September 1995
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PENJELASAN
ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I BANYUMAS
NOMOR B JTAHUN 1995
TENTANG

KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN LINGRUNGAN

PENJELASAN UHUHM

Kebersihan dan keindshan lingkungsn sekarang ini sudah
merupskan kebutuhsn hidup masysrakst khususnya pada masyara-

kst yang sedsng membsanguan, begitu Jugas tidsak ketinggalan

untuk masyarskat di wilsyvah Banyumas dengan moto/semboyan
SATRTA (Sejshtera, adil, tertib, rapi, indah dan amzn) yang
sudah memasysrakat. Kebersihan dan keindahsn lingkungsn bukan
merupakan tanggung jawab Pemevintsh ssja, tetapi juga merupsa-
kan tanggung Jjawab mssyarakst, untuk itu Pemerintah Dserah
vang merupsakan pslakssna psmerintshan dan psmbangunan nenga-
tur kebersihan dan keindshen lingkungsn yangZ merupsksan tang-
gung Jjawab bersama.

Bahwa dsalam pengaturun dan pengelolsan kebersihan dsan
keindshan lingkungan tersebut diperluksn - dsna vyang tidsak
sedikit, untuk itun perlu sdanys pengaturan pemungutan retri-
busi dsri masyarakat ocleh Pemerintsh Daerazh guns pembiayaan-
nysa, yang snelars lain dipergunaksan untuk pembusatsn transfer
depo, penyedisan tsnan untuk Tempat Pembusngan Akhir (TPA)
dan sebagainys, sebsagail dasar hukum pelaksanasnnys perlu

mengadakan pengaturannya yang dituangksn dalam Peraturan
Deerah Ksbupasten Daersh Tingkat IT Banyumas .

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan Psssl 2 : Cukup Jjelas.

Pssal 3 * Pemerintah Dasersh selsku pelskss-
ns  pemerintahsn dan pembangunsn
berhak mengsdakan pengaturan

dalam rangka menciptskan kebersi-
han dan keindshan lingkungsn baik
hak, wewenang serta kewajibannva.
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Pasal Kebersihan dan keindshan ling-
kungan bukan hanya tanggung jawsb
Pemerintah Daerah tetspi jugs
tanggung Jawab masysrakat gunsa

menjags kebersihan lingkungan.

Pssal 5 s/d4 7 ' : Cukup jelss.
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'Pasal 5 Yang dimaksud dengan penvelengga-
rez keramaian umum sdalzh penang-
7= gung Jawak,  pimpinan maupun
pengelola kersmaian dan  hiburan
umum  baik vang bersifat tetap
mauvpun insidentsl.
tascl 9 avat (1) : Yang dimsksud dengan "ditutup
dengan rapi’ sdalsh upavae dari
awsk sngkatsn dengan mengdupsvaksn
sg%r barang yang disngkut tidsak
berhamburan di jalan. '
Pagal 9 syvat (2) : Cukup ldelas.
Passl 10 S/4d Pagsl 12 o Cukar jelss.
Passgl 13 sgyst (1) : Terhsdap tempat-tempat vang belum
terisngran oleh  ssrsns DTK,
Bupati Kepzls Daerah bisa menga-
‘. dakan Perjanjian Kerjsfams dengan
cars pagl hasil dengan Pihak
Retiga.
Pasal 1% syat (2 : Cukup Jjelss.
Passal 15 huruf A ¢ Cnkup jelss.
angrs 1 s/d 3
Pasal 15 huruf B : Cukup Jelas.
angks 1 dan 2
Passl 15 huruf B angka 3 : Penetapsn golongan penarikan
retribusi daluam restsurant tidak
didasarksan padsa penggolongan
restaursant sebagaimans distur
dalzam Keputusan Henparpostel,
' . ’ tetapi didsssrkan pada penggolon-
: : gsn  besar, menengsh dsn kecil
dengsn berdasarkan psads luas
tempat usshsnys.

Passal 15 huruf ¢ s/d J : Cukup jelas.
Pasal 16 : Cukup jelss.
) ' Pasa1'17 ayat (1) : Cuknp jelas.
Pazsl 17 svat (2) : Ya;g dimaksud "hari” adslah hari
kerja. ‘
Pasal 17 syst (3) * Cukup ielss.
Psssl 13 s/d 23. : :Cnkup jelas,
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